
BUPATI LUWU TIMUR
PRO\,'INSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2016

'ERUBAHAN 
;lTl)lnrr*r'rro",

KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR IO TAHUN 20 1 1 TENTANG PENETAPAN
HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DALAM WILAYAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang a. bahwa dalam ralgka optimalisasi pemungutan pajak
reklame sesuai dengan potensi objek pajak terhadap
Pendapatan Daera-h Kabupaten Luwu Timur, serta guna
penyesuaian hasil perhitungan nilai sewa reklame sesuai
tingkat perkembangan kegiatan perekonomian dalam
wilayal Kabupaten Luwu Timur;

b. baiwa perhitungan nilai sewa reklame untuk jenis reklame
videotron/megatron, reklame melekat dan reklame berjalan
perlu ditingkatkan karena nilai pajak reklame dianggap
tidak sebanding dengan nilai komesia.l yaxg dihasilkan dari
reklame ya,ng terpa$ng di wilayah Kabupaten Luwu Timur,
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2Ol1
tentang Penetapan l{asil Perhitungan Nilai Sewa Reklame
Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, perlu ditinjau
kemba.li;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peratura!
Bupati tentang Perubaian atas Peraturan Bupati
Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Penetapar Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dalam
Wilayah Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 42, Tambalan I€mbaran Nega.ra
Republik lndonesia Nomor 3686) sebaga.imana telah
diubah beberapa ka-li teral<hir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubaian Kedua Atas
Undang-Undang Nomor l9 Taiun 1997 lenlang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
L€mbamn Negara Republik Indonesia Nomor 39871; 
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2. Unda-ng-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lemba.ran Nega-ra Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mainuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan {Irmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
427O)t

4. Undarg-Undang Nomor Nomor 17 Taiun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintalan Daera}l (tembaran Negata Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undaag Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahaa Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daeral dan Retribusi Daeral (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(kmbamrl Negara Republik lndonesia Tahun 20 I 1

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahar Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Taiun 2014 Nomor 244, Tafibahan Lembaran
Negara Repubtik Indonesla Nomor 5587) sebagalmaha
telah diubah betrerapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentarg Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lemberan Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679)i

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135
Talun 2OOO tentsng lata Cara Penyitaan Dalam Rangka
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Talun 20oo Nomor 135; Tambahan
Lembarar Nega-ra Republik lndonesia Nomor 4049);

ll. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerai (Lembaran leearac{
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Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaharr
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

12. Peraturar Pemerintah Nomor 69 Talun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 20lO
Nomor 119; Tambahan Lembaranan Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Talun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh
waiib Pajak (Lembarar Nega-ra Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 135; Tambahan kmbarar Negara Republik
lndonesia Nomor 5179);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010
tentang Tata Ca-ra Pengenaan Sanksi Terhadap
Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pqiak Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu Timur (kmbaran Daerai
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daera}l Kabupaten Luwu Timur
Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 5 Talun 2009 tentarg pokok-iokok
P.engelolaan Keuangan Daerah Kabupaten" f,u.u fimu,(Lembarar Daerah Kabuparen Luwu iimur T"n"n i0i;Nomor 12, Tambahan Lrmba_rax Dr.*h 
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Psral I
P:b9r1pa Ketentuan dalam peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor
1O. 

Tany-l 2O1t tentang penetapan Hasii eerhituigaa ruitJ 
-Sewa 

netUmeDalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur leerita oaerJ?abufaten l,u*u fimurTahun 2011 Nomor lO) diubah sebagai berikut :

1. Dianta_ra Bab I dan Bab II disisipkan 1 (satu) Bab dan I (satu) pasal, yal<niBab lA, sehingga Bab IA berbunl sebagai berikut

Jenis objek pajak reklame videotron/megatron dibagi dalam 2 (dua)jenis objekpajak reklame yaitu :

(1) Jenis objek pajak reklame videotron/megatron tipe A dengan bargunan
dan komponen elcktronik milik pemerintah Daeratr;

(2) Jenis objek pajak reklame videotron/megatron tipe B dengan bangunan
dar komponen elektronik milik pihak keti[a atau swasta.

BAB IA

Jenis Objek Pajak Reklame

Pasal 1

Pasal II
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3

(1) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung
berdasarkan rumus sebagai berikut :

NSR = Nilai Strategis Lokasi x Ukuran/Satuan Media Reklame x Jangka
Waktu x Harga Satuan Reklame

(2) Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukar
faktor :

a. guna lahan (Kawasajl);
b. sudut panda-ng;
c. kelas j alan / lebar jalan; dan
d. ketinggian.

{3) Nilai Strategis Lokasi dihitung dengan rumus sebagai berikut :

NSL = Nilai Kawasan + Nilai Sudut Pandalg + Nilai Kelas Jalan + Nilai
Ketinggian

(4) Perhitungan indeks Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) sebagai berikut :

NO KAWASAN SKOR INDEKS

10 .+.01 Kawasan Htau dan Taman Kota

2 Kawasan Perdagangan I
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INDEKS NILAI KAWASAN

3.6



Kawasan Pemukiman 8 3.2

I 7

5. Kawasan Pemerintahan dan
Perkajltoran

5 2.0

6 Kawasan Pendidikan 4 1.6

7 Kawasan Kesehatan 3 1.2

8 Kawasan Industri 2 0.8

9 Kawasal l,ainlain I o.1

INDEKS NILAI SUDUT PANDANG

SUDUT PANDANG SKOR INDEKS

1 Persimpaigan 5 10

2 Persimpangan 4 a

Persimpangan 3 6 1.8

Jalan 2 arah t.2

Jalan 1 aJah 2 0.6

TNDEKS NILAI KELAS JALAN

NO KAWASAN SKOR INDEKS

Di atas 26.5 M lo 3.0

2 23.5 M s.d. 26 M 9 2.7

3 20.5 M s.d. 23 M I 2.4

I 17.5 M s.d. 20 M 7 2.1

5 14.5 M s.d. 17 M 6

11.5 M s.d. 14 M 1 5

7 8.5 M s.d. 11 M 4 1.2

B 5.5Ms.d.8M 3 0.9

9 2.5Ms.d.5M '2 0.6

10 0Ms.d.2M 1 0.3

INDEKS NILAI KETINGGIAN

NO KAWASAN SKOR INDEKS

0Ms.d.5M 10 '2.O

2 5.5 M s.d. l0 M 8 6i
3 10.5 M s.d. l5 M 6 L.2
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z+ 15.5 M s.d. 20 M I 0.8

Diatas 20 M ) 0.4

(5) Ukuran/Satuan Media Reklame, Jangka Waktu/Frekuensi, dan Harga
Satuan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagai berikut :

NO JENIS REKLAME
JANGXA
WAKTU/

FREKUENSI

UKURAN/
SATUAN MEDIA

REKLAME

HARGA
SATUAN

1 Reklame Papan
a, Rombong/Bargunan :

- Sederhana;
- Sedang;
- Mewah.

b. Midi Billboard (s.d.6 M')
c. Billboard (di atas 6 M')
d. Videotron / Megatron Tipe A
e. Videotron / Megatron Tipe B
i Dinamic Wall
g. Bando
h.Thin Plate
i. Shopsign
j. Neon Sign/Box

1 Talun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Menit
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahu!
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun

M'
M'
M'
M'
M'

M'
M'
M'
M'

50.oo0,-
100.o00,-
1s0.000,-
150.000,-
200.000,-

200,-
3s0.000,-
2s0.000,-
200.000,-
100.000,-
100.oo0,-
150.000,-

) Reklame Kain/ Plastik/ Mika :

a. Spanduk;
b. Umbul-umbul;
c. Baligo.

1 Hari
1 Hari
I Hari M'

2.500,-
2.500,
3.000,,

3 Reldame Selebaian 1 Kali

1 Reklame Melekat
a. s.d. o.50 M,
b. 0.51 M': s.d. 1 M'?

l Bulan
1 Bulan

M'
M'

2.500,-

s.000,-

5 Reklame Bedalan 1 Tahun 70.ooo,-

6 Reklarne Udara 1 Bulan Per Buah 100-ooo,,

7 Reklarne Suara I Hari Per Buah 3.000

8 Reklame Peragaan 1 Ha-ri Per Bua.h 3.000

I Reklame FiLE/Slide Per Buah 3.000
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Paad II
Peraturan Bupati ini mulai berla-ku pada tanggal diundargkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daera}I Kabupaten Luwu
Timur.

STEMPEL PARAF I(OORDIIIASI
..,.]iA5 PET'|O--'A,AI,I. P€I$GELOLAAI{ KEUANGAII Ditetapkan di Malili

..IH ASSE' OAERAI (AB' LUWU TIIIIUR targgal 4 Januar i 2016

Pj PATI LUWU TIMUR,

KADIS

ASIN LIMPO

di Malili
Pada tangga]

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR

rELAF OIPERIKSA

SEKDA

ASIST E T.I

KAB!D

KASUBAG T KASI
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